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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1221 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPANLOKASIUNTUKPEMBANGUNANTAMANPEMAKAMANUMUM
JEMBATAN SAMPI 01 SULAK CASE, KELURAHAN CILINCING, KECAMATAN

CILINCING, KOTA AOMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penyediaan Taman Pernakaman Umum bagi
warga Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya
penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;

b. bahwa untuk melaksanakan penyediaan/pengadaan tanah yang
memadal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
lokasi untuk pelaKsanaan pembangunan Taman Pemakaman Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Taman Pemakarnan Umum
Jembatan Sampi di Bulak Cabe, Kelurahan Cilincing. Kecamatan
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Serhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintallan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40
Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK
PEMBANGUNAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM JEMBATAN SAMPI 01
BULAK CABE, KELURAHAN CILINCING, KECAMATAN CILINCING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Menetapkan lokasi untuk pembangunan Taman Pemakaman Umum
Jembatan Sampi seluas :t: 2.473 m2 (Iebih kurang dua ribu empat ratus
tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Bulak Cabe, Kelurahan
Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai
gambar peta Nomor 106/U/PPSKIDTR/v/2014 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Gubernur inL

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Taman Pemakaman Umum
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan
dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar
melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan terhadap bangunan dan
benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/
lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus
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Apabila pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA,
telah dilaksanakan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan
dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib segera
menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen
kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah
Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dicatat sebagai aset
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Pemakaman
Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar terlebih dahulu
berkoordinasi dengan :

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta terkait adanya rencana peruntukan Marga Jalan (Mjl) dan
Marga Drainase dan Tata Air (Mdt); dan

b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
terkait adanya rencana peruntukan Marga Rei Kereta Api (Mka).

Biaya untuk pelaksanaan pengadaan tanah/pengosongan bangunan dan
pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala Oinas Tala Ruang Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Provinsi OKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota

Setda Prnvino::i nKI .I::>brl'"


